
Menimbang: 

Mengingat: 

BUPATIKARANGASEM 
PROVINS! BALI 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 
NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 
SISTEM KERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIKARANGASEM, 

a. bahwa penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan 
melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi, 
penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja; 

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja 
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah dan 
profesionaI, diperlukan mekanisme kerja antara 
jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan 
administrasi dan jabatan fungsional di lingkungan 
pemerintah daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah Untuk 
Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah 
melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di 
Lingkungan Pemerintah Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundangundangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

c? 
1 

1958 Nomor 122, 
Republik Indonesia 



Menetapkan: 
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MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KERJA DI 
LINGKUNGAN DAERAH. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem. 
3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Da erah Kabupaten Karangasem. 
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah. 

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

8. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang 
membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi. 

9. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan 
mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai ASN dengan memanfaatkan 
sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

10. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang 
menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dilakukan 
dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan. 

11. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang 
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Unit 
Organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bemilai 
tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. 

12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah. 

13. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat 
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, 



4 

pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk 
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

14. Pimpinan Unit Organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, 
pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang 
diangkat untuk memimpin suatu Unit Organisasi tertentu. 

15. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan 
Fungsional pada lnstansi Pemerintah. 

16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling 
rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian 
kewenangan. 

17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat 
fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah 
Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan 
kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan. 

18. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat 
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 
pengguna SPBE. 

Pasal 2 
Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi 
birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif 
dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE. 

Pasal 3 
(1) Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan: 

a. penyederhanaan struktur organisasi; 
b. penyetaraan jabatan; dan 
c. Penyesuaian Sistem Kerja. 

(2) Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi Mekanisme Kerja dan Proses Bisnis. 

Pasal 4 
Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi Unit' Organisasi pada Pemerintah Daerah 
setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam 
rangka penyederhanaan birokrasi. 

Pasal 5 
(1) Maksud penyesuaian Sistem Kerja yaitu untuk mengatur alur 

pelaksanaan tugas ASN setelah dilakukan penyerderhaan struktur 
organisasi dan penyetaraan jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Tujuan penyesuaian Sistem Kerja yaitu: 
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a.mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; 
b.memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; 
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia; dan 
d.mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

BAB II 

MEKANISME KERJA 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 6 

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan 
dengan prinsip: 
a. orientasi pda hasil; 
b. kompetensi; 
c. profesionalisme; 
d. kolaboratif; 
e. transparansi; dan 
f. akuntabel. 

Pasal 7 
(1) Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri 

atas: 
a. kedudukan; 
b. penugasan; 
c. pelaksanaan tugas; 
d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
e. pengelolaan kinerja; dan 
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

(2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur 
pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan 
struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. 

Pasal 8 
Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 
(tiga) tahapan, yaitu: 
a. Tahap Perencanaan, meliputi: 

1. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi 
pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana di bawah koordinasi Pejabat level 2 oleh Pejabat Level 1; 

2. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh 
Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam 
bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan 
Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas 
Ketua Tim; dan 
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3. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

b. Tahap Pelaksanaan, meliputi: 
1. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan 

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana; 
2. Monitoring perkembangan_ dan pemberian umpan balik atas 

pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim; dan 
3. Penyampaian hasil pelaksanaan hasil kegiatan kepada Pejabat Level 

2. 
c. Tahap Evaluasi, meliputi: 

1. Reviu atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh 
Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1; dan 

2. Serah terima hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dinyatakan sesuai 
dengan target yang diharapkan. 

Pasal 9 
Mekanisme Kerja didukung oleh penyesuaian yang terdiri atas: 
a. penentuan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana; 
b. penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana; dan 
c. penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

Bagian Kedua 
Kedudukan 

Pasal 10 
Kedudukan merupakan penempatan posisi Pegawai ASN dalam struktur 
organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggungjawabjabatan. 

Pasal 11 
(1) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dengan Pejabat Penilai 

Kinerja sebagai atasan langsung, tergambarkan dalam struktur 
organisasi dan tata kerja masing-masing Perangkat Daerah. 

(2) Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, 
Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk 
memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(3) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan 
melalui proses perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang 
kendali dan beban tugas organisasi. 

(4) Penetapan kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam suatu 
Unit Organisasi pada masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan oleh 
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. 
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Bagian Ketiga 
Penugasan 

Pasal 12 
(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan secara: 

a. individu; dan/atau 
b. tim kerja. 

(2) Penugasan dilakukan setelah penetapan kedudukan Pejabat Fungsional 
dan pelaksana. 

(3) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana diberikan oleh Pejabat 
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi, baik secara individu 
ataupun dalam tim kerja, dengan mempertimbangkan kompetensi, 
keahlian : dan/atau keterampilan, dengan mengedepankan 
profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi. 

(4) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam tim kerja dapat 
melibatkan 1 (satu) atau lebihjenis Jabatan. 

(5) Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanakan 
tugas lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik berupa tugas rutin atau 
tugas insidental, yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. 

(6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
proses perencanaan berdasarkan beban kerja. 

(7) Pejabat Furigsional dan pelaksana diberikan surat penugasan dan/ atau 
bukti penugasan tertulis yang berbentuk fisik atau elektronik. 

(8) Penugasan ,secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana yang berasal dari dalam satu Unit Organisasi, lintas Unit 
Organisasi, dan/ atau lintas lnstansi Pemerintah. 

(9) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas Unit Organisasi 
dan/ atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau pelaksana 
yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit 
Organisasi pemilik kinerja. 

Pasal 13 
(1) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan melalui: 

a. penU:njukan; dan/atau 
b. pengajuan sukarela. 

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana oleh 
Pejabat Penilai Kinerja dan/atau Pimpinan Unit Organisasi untuk 
melaksanakari kinerja tertentu. 

(3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau pelaksana atas dasar 
permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk 
melaksanakan kinerja tertentu. 
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(4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat 
Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi. 

Pasal 14 

(1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a 
dapat dilakukan: 
a. di dalam Unit Organisasi; 
b. lintas Unit Organisasi; atau 
c. lintas instansi pemerintah. 

(2) Mekanisme penunjukan di dalam Unit Organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh 
Pimpinan Unit Organisasi. 

(3) Mekanisme penunjukan lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufb meliputi: 
a. pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja mengirimkan surat 

permohohan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana kepada 
Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional atau 
pelaksana dimaksud berada dengan tembusan Pejabat Penilai Kinerja 
bersangkutan; 

b. terhadap surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dituju dimana Pejabat Fungsional 
atau pelaksana dimaksud berada, memroses dan menjawab 
permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana tersebut; 

c. apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau 
pelaksana dimaksud berada menyetujui pelibatan Pejabat 
Fungsional atau pelaksana, maka dengan rekomendasi dari Pimpinan 
Unit Organisasi, Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional 
atau pelaksana dimaksud berada menyusun surat penugasan untuk 
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang sesuai dengan 
kriteria yang disampaikan pemohon di dalam surat permohonan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana; 

d. apabila Pejabat Penilai Kinerja dimana Pejabat Fungsional atau 
pelaksana dimaksud berada tidak menyetujui pelibatan Pejabat 
Fungsional atau pelaksana, maka Pejabat Penilai Kinerja dimana 
Pejabat Fungsional atau pelaksana dimaksud berada menjawab surat 
permohonan pelibatan tersebut dengan alasan mengapa tidak dapat 
menyetujui permohonan; dan 

e. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan untuk 
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

(4) Mekanisme penunjukan lintas Instansi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja terlebih dahulu 

mengirimkan surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana kepada Pejabat yang Berwenang dengan tembusan Pejabat 
Penilai Kinerja bersangkutan di instansinya; 

b. apabila Pejabat yang Berwenang setuju atas permohonan pelibatan 
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Pejabat Fungsional atau pelaksana dari instansi lain maka kemudian 
Pejabat yang Berwenang tersebut mengirimkan surat permohonan 
pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana tersebut kepada Pejabat 
yang Berwenang instansi yang dituju; 

c. apabila surat permohonan pelibatan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana disetujui oleh Pejabat yang Berwenang instansi yang 
dituju, maka Pejabat yang Berwenang instansi yang dituju 
menginstruksikan Pejabat Penilai Kinerja Pejabat Fungsional atau 
pelaksana untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
yang bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat 
permohonan pelibatan; 

d. terhadap. instruksi untuk menugaskan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana, Pejabat Penilai Kinerja dengan rekomendasi Pimpinan Unit 
Organisasi dimana Pejabat Fungsional atau pelaksana berada, 
menjawab ketersediaan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
bersesuaian dengan kriteria yang dibutuhkan di dalam surat 
permohonan pelibatan; 

e. apabila tersedia, maka dilakukan hal sebagai berikut: 
1. Pejabat Penilai Kinerja dituju mengirimkan surat jawaban 

permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau 
pelaksana yang ditugaskan kepada Pejabat yang Berwenang, 
bilamana Pejabat yang Berwenang menyetujui surat jawaban 
permohonan pelibatan beserta daftar Pejabat Fungsional atau 
pelaksana yang ditugaskan, Pejabat yang Berwenang mengirimkan 
surat jawaban permohonan kepada Pejabat yang Berwenang 
pemohon; 

2. berdasarkan surat jawaban yang telah disetujui oleh Pejabat yang 
Berwehang, maka Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit 
Organisasi yang dituju menugaskan Pejabat Fungsional atau 
pelaksana sesuai daftar Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
ditugaskan untuk bekerja sesuai pelibatan tersebut; 

3. berdasarkan surat jawaban permohonan pelibatan, maka 
Pimpinan Unit Organisasi akan memberikan surat penugasan 
dan/atau bukti penugasan secara tertulis untuk kemudian 
disampaikan kepada Pejabat Fungsional atau pelaksana yang 
ditugaskan dengan tembusan Pejabat yang Berwenang instansi 
bersangkutan, Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan, dan Pejabat 
yang Berwenang instansi pemohon; dan 

4. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan 
untuk dilaksanakan dengan pen uh tanggung jawab. 

(5) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan 
ayat (4) huruf a paling sedikit memuat: 
a. maksud dan tujuan permohonan penugasan Pejabat Fungsional dan 

pelaksana; 
b. kompetensi, keahlian, dan/ atau keterampilan yang dibutuhkan; 
c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan pelaksana 

a 
" 
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yang akan ditugaskan; dan 
d. durasi pelibatan Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

Pasal 15 
(1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 

huruf b dapat dilakukan: 
a. di dalam Unit Organisasi; atau 
b. lintas Unit Organisasi. 

(2) Mekanisme pengajuan sukarela di dalam Unit Organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan keinginannya 

secara lisan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kinerja tertentu 
kepada Pimpinan Unit Organisasi; 

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi menyetujui, maka Pimpinan Unit 
Organisasi menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk 
melaksanakan kinerja tertentu tersebut; dan 

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan untuk 
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

(3) Mekanisme pengajuan sukarela lintas Unit Organisasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyampaikan surat 

permohonan untuk dapat dilibatkan dalam pelaksanaan kinerja 
kepada Pimpinan Unit Organisasi dituju dengan tembusan Pejabat 
Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan; 

b. apabila Pimpinan Unit Organisasi dituju menyetujui, maka Pejabat 
Fungsional dan pelaksana menyampaikan surat permohonan 
persetujuan yang telah disetujui oleh Pimpinan Unit Organisasi 
yang dituju kepada Pejabat Penilai Kinerja dengan tembusan 
Pimpinan Unit Organisasi bersangkutan; 

c. apabila Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan menyetujui, maka 
Pejabat Penilai Kinerja menyusun surat penugasan untuk 
menugaskan Pejabat Fungsional atau pelaksana untuk 
melaksanakan kinerja yang berada di Pimpinan Unit Organisasi 
dituju; dan 

d. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima surat penugasan 
untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Togas 

Pasal 16 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana dapat dilakukan 
dalam tim kerja atau individu. 
Pelaksanaan tugas dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional 
atau pelaksana yang berasal dari: 
a. dalam Unit Organisasi; 
b. lintas Unit Organisasi; dan 
c. lintas instansi pemerintah. 
Dalam tim kerja, pimpinan Unit Organisasi dapat menunjuk salah satu 
Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai ketua tim kerja berdasarkan 
keahlian dan/atau keterampilan. 
Pada tim kerja dimana terdapat anggota yang berasal dari lintas Unit 
Organisasi dan/ atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau 
pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit 
Organisasi pemilik kinerja tersebut. 
Jumlah tim kerja dan jumlah Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam 
tim kerja merupakan strategi dari Pimpinan Unit Organisasi. 

Pasal 17 
(1) Pelaksanaan tugas dalam Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri atas: 
a. pelaksanaan tugas secara individu dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana 
secara individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana melaksanakan 
tugas sesuai dengan ketentuan butir kegiatan Jabatan Fungsional 
masing-masing atau uraian tugas jabatan pelaksana, yang 
diselaraskan dengan tugas, fungsi, dan kinerja Unit Organisasi; 

2. Butir kegiatan Jabatan Fungsional atau uraian tugas jabatan 
pelaksana yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana 
merupakan penjabaran atau turunan dari tugas, fungsi, dan 
kinerja Unit Organisasi; 

3. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana 
secara individu, Pejabat Fungsional atau pelaksana 
memperhatikan: 
a) arahan dan strategi Pimpinan Unit Organisasi; 
b) target pencapaian kinerja Unit Organisasi; dan 
c) keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat 

Fungsional atau pelaksana lain dalam Unit Organisasi. 
b. Pelaksanaan tugas secara tim kerja dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
1. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim 

kerja dilakukan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan 
keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional dan/ atau 
pelaksana dalam Unit Organisasi; 
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2. tim kerja melaksanakan tugas Unit Organisasi sesuai arahan dan 
strategi Pimpinan Unit Organisasi; 

3. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas 
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit 
Organisasi untuk diputuskan dan/atau ditindaklanjuti; 

4. Pimpinan Unit Organisasi memantau dan mengevaluasi secara 
berkala pelaksanaan tugas dan kegiatan tim kerja sebagai bahan 
input pengambilan keputusan dan pemberian arahan pelaksanaan 
tugas dan kegiatan tim kerja; 

5. bilamana diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, tim kerja 
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan 

6. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tugas dan kegiatan tim 
kerja. 

(2) Pelaksanaan tugas lintas Unit Organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan secara tim kerja dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim 

kerja lintas Unit Organisasi dilakukan untuk melaksanakan tugas 
yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat Fungsional 
dan/ atau pelaksana lintas Unit Organisasi; 

b. tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai arahan 
dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja; 

c. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas 
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit 
Organisasi pemilik kinerja untuk diputuskan dan/atau 
ditindaklanjuti; 

d. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi 
dalam menyelesaikan permasalahan dan kendala dimaksud, tim kerja 
dapat menyampaikan permasalahan dan kendala beserta alternatif 
rekomendasi kepada masing-masing Pimpinan Unit Organisasi 
dimana Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud berada untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi 
masing-masing; 

e. bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya 
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan 

f. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi tugas dan kegiatan tim 
kerja. 

(3) Pelaksanaan tugas lintas lnstansi Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan secara tim kerja dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional atau pelaksana dalam tim 

kerja lintas Instansi Pemerintah dilakukan untuk melaksanakan 
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tugas yang memerlukan keterlibatan dan kolaborasi Pejabat 
Fungsional dan/ atau pelaksana lintas Instansi Pemerintah; 

b. tim kerja lintas Instansi Pemerintah dapat dibentuk untuk 
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai target kinerja Unit 
Organisasi pemilik kinerja pada Pemerintah Daerah, atau untuk 
mendukung program strategis Pemerintah Daerah; 

c. tim kerja melaksanakan tugas lintas Unit Organisasi sesuai arahan 
dan strategi Pimpinan Unit Organisasi pemilik kinerja pada 
Pemerintah Daerah, atau arahan pimpinan Pemerintah Daerah; 

d. jika terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tugas 
dan kegiatan, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada Pimpinan Unit 
Organisasi pemilik kinerja pada Pemerintah Daerah untuk 
diputuskan dan/atau ditindaklanjuti; 

e. dalam hal diperlukan kolaborasi lintas Pimpinan Unit Organisasi atau 
lintas Instansi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan dan 
kendala dimaksud, tim kerja dapat menyampaikan permasalahan dan 
kendala beserta alternatif rekomendasi kepada masing-masing 
Pimpinan Unit Organisasi atau pimpinan Instansi Pemerintah dimana 
Pejabat Fungsional dan pelaksana dimaksud berada untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Organisasi atau 
Instansi Pemerintah masing-masing; 

f. bilamana diperlukan, tim kerja dalam melaksanakan tugasnya 
berkoordinasi dengan Pejabat lain atau tim kerja lain; dan 

g. koordinasi tim kerja tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi tugas dan kegiatan tim 
kerja. 

Pasal 18 
(1) Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tim kerja terdiri 

atas: 
a. tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja; 
b. tanggungjawab Pimpinan Unit Organisasi; 
c. tanggunig jawab ketua tim; dan 
d. tanggungjawab anggota tim. 

(2) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi: 
a. menyusun dan menetapkan roadmap dan rencana kerja organisasi; 
b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan 

strategi dan tujuan organisasi; 
c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan 

sumberdaya yang optimal; 
d. memastikan pengambilan keputusan yang tepat dan efektif; dan 
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e. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi antar Unit Organisasi. 

(3) Tanggungjawab Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan; 
b. menyediakan dukungan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan; 
c. memberikan arahan terpadu, input, dan umpan balik (feedback) atas 

pelaksanaan kegiatan; 
d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar 

tim; dan 
e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim. 

(4) Tanggung jawab Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c meliputi: 
a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan; 
b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, 

dan/atau keterampilan; 
c. melaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan; 
d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; 
e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada Pejabat Penilai Kinerja 

dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan 
pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana; 
dan 

f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar 
anggota-tim. 

(5) Tanggung jawab anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d meliputi: 
a. menyusun rencana kerja individu; 
b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi ketua tim; dan 
c. melaporkan hasil kinerjanya kepada ketua tim. 

Bagian Kelima 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas 

Pasal 19 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang ditugaskan secara individu 
melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada Pimpinan Unit 
Organisasi. 

Pasal 20 



(1) 

(2) 

(3) 
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Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam tim kerja, 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai anggota tim 
melaporkan pelaksanaan tugas kepada ketua tim. 
Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berperan sebagai ketua tim 
melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit 
Organisasi secara berkala. 
Pimpinan Unit Organisasi secara sewaktu-waktu berwenang untuk 
meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja. 

Bagian Keenam 
Pengelolaan Kinerja 

Pasal 21 
( 1) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja 

secara individu maupun dalam tim kerja terdiri atas: 
a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi 

ekspektasi; 
b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi 

pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, 
dan pengembangan kinerja pegawai; 

c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja pegawai; dan 
d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian 

penghargaan dan sanksi. 
(2) Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja 
Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

Bagian Ketujuh 
Pemanfaatan Teknologi lnformasi dan Komunikasi 

Pasal 22 
(1) Pemerintah Daerah mengutamakan layanan administrasi pemerintahan 

berbasis elektronik melalui pemanfaatan aplikasi SPBE yang terintegrasi 
dalam mendukung sistem kerja Pemerintah Daerah. 

(2) Aplikasi SPEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi 
umum berbagi pakai. 

Pasal 23 
(1) Bupati memastikan setiap Perangkat Daerah menggunakan aplikasi 

umum berbagi pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2). 
(2) Keterpaduan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mendukung sistem kerja dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE 
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Pemerintah Daerah. 

BAB III 
PROSES BISNIS 

Pasal 24 
(1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan untuk menggambarkan 

hubungan kerja yang efektif dan efisien an tar Unit Organisasi. 
(2) Untuk Penyesuaian Sistem Kerja perlu dilakukan perbaikan dan 

pengembangan Proses Bisnis. 
(3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi 

dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur. 
(4) Reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

terhadap: 
a. peta subproses; 
b. peta relasi; 
c. peta lintas fungsi; dan/atau 
d. peta level 1 dan turunannya, 
sesuai dengan metode yang digunakan. 

(5) Tata cara penyusunan peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 
TRANSFORMASI MANAJEMEN 

Pasal 25 
Pelaksanaan Penyesuaian Sistem Kerja pada Pemerintah Daerah dikawal, 
dikendalikan dan didukung oleh tim transformasi manajemen. 

Pasal 26 
(1) Peran tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi: 

a. dukungan pembinaan strategi organisasi, dengan tahapan: 
1. pengoordinasian pencapaian rencana strategis; 
2. penjaminan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah Daerah; dan 
3. fasilitasi dan koordinasi arah kebijakan organisasi di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 
b. dukungan pembinaan sinergisitas organisasi, dengan tahapan: 

1. pengu~tan kolaborasi dan sinergisitas antar Unit Organisasi di 
lingkungan Pemerintah Daerah; dan 
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2. penyelarasan rencana strategis dan rencana kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh unsur 
kesekretariatan yang terdiri dari Pejabat yang Berwenang, Pejabat 
Penilai Kinerja dan pimpinan unit yang bertanggungjawab atas sumber 
daya manusia, pimpinan unit yang bertanggungjawab atas perencanaan 
kinerja dan anggaran. 

(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim transformasi manajemen 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BABV 
MEKANISME KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 27 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai 
Kinerja sebagai atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

(3) Penggambaran Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam poin A pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Daerah 
sebagai 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 28 
Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat 
digambarkan dengan struktur penugasan Kepala Bagian 
Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Sekretariat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 

( 1} 

a. sekretaris Daerah menetapkan kinerja asisten; 
b. asisten menetapkan kinerja kepala bagian; dan 
c. kepala bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan 

penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 
(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat 

Daerah sebagaimana tercantum dalam poin B pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



18 

Pasal 29 
( 1) Mekanisme kerja pada Sekretariat Daerah terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Sekretaris Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. Sekretaris Daerah membagi dan menunjuk asisten sebagai 

penanggungjawab pencapaian target kinerja tertentu; 
c. Sekretaris Daerah memberikan arahan dan koordinasi untuk 

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; 
d. asisten membagi dan menunjuk kepala bagian sebagai penanggung 

jawab pencapaian target kinerja tertentu; 
e. asisten memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 

kegiatan dan pencapaian target kinerja kepada kepala bagian; 
f. kepala bagian merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya; 
g. kepala bagian menyampaikan arahan dan ekspektasi target kinerja 

kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berada di bawah 
koordinasinya; dan 

h. pejabat Fungsional dan pelaksana bersama kepala bagian menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian 
target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. pejabat fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan; 

c. kepala bagian dan/atau ketua tim melaksanakan monitoring 
perkembangan dan memberikan umpan balik atas pelaksanaan 
kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. pejabat fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala bagian. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. kepala bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; 
b. kepala bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah 

sesuai dengan target kepada asisten untuk ditinjau; 
c. asisten menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang sesuai 
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dengan target ataupun ekspektasi kepada Sekretaris Daerah untuk 
ditinjau; dan 

d. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Daerah 
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai 
dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam poin C pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

MEKANISME KERJA 
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 30 

(1) Pejabat Furigsional dan pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Pejabat Penilai Kinerja sebagai atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional : Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. 

(3) Penggambaran Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam poin D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 31 
(1) Pejabat Furigsional dan pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah digambarkan dengan struktur penugasan Kepala Bagian 
sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan kinerja 

kepala bagian; dan 
b. kepala bagian memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan 
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penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 
(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam poin E 
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 32 
(1) Mekanisme kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

terdiri atas: 
a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun dan 

menetapkan perjanjian kinerja; 
b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membagi dan menunjuk 

kepala bagian sebagai penanggung jawab pencapaian target kinerja 
tertentu; 

c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan arahan dan 
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target 
kinerja tertentu; 

d. kepala bagian merumuskan strategi pencapaian target kinerjanya; 
e. kepala bagian menyampaikan arahan dan ekspektasi target kinerja 

kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berada di bawah 
koordinasinya; dan 

f. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama kepala bagian menyusun 
rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian 
target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan; 

c. kepala bagian dan/atau ketua tim melakukan monitoring 
perkembangan dan memberikan umpan balik atas pelaksanaan 
kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala bagian. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
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a. kepala bagian meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; 
b. kepala bagian menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang 

telah sesuai dengan target kepada Sekretaris Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah untuk ditinjau; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Sekretaris Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan 
dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam poin F pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
MEKANISME KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 33 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai 
Kinerja sebagai atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah. 

(3) Penggambaran Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam poin G pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 34 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Inspektorat Daerah 

digambarkan dengan struktur penugasan Inspektur Daerah sebagai 
Pejabat Penilai Kinerja serta Sekretaris dan Inspektur Pembantu sebagai 
Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Inspektorat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Inspektur Daerah menetapkan kinerja Sekretaris dan Inspektur 

Pembantu; 
b. penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan oleh 

Inspektur Daerah selaku Pejabat Penilai Kinerja; dan 
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c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari 
Sekretaris dan Inspektur Pembantu selaku pimpinan Unit 
Organisasi. 

(3) Struktur penugasan pada Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam poin H pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 35 
(1) Mekanisme kerja pada Inspektorat Daerah terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Inspektur Daerah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. Inspektur Daerah membagi dan menunjuk Sekretaris dan Inspektur 

Pembantu sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja; 
c. Inspektur Daerah memberikan arahan dan koordinasi untuk 

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; 
d. Inspektur Daerah atas rekomendasi Sekretaris dan Inspektur 

Pembantu menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk 
membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dan Inspektur Pembantu 
dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang 
Jabatan Fungsional atau pelaksana dari lintas Unit Organisasi; 

e. sekretaris dan Inspektur Pembantu merumuskan strategi pencapaian 
target kinerjanya; 

f. sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan arahan dan 
ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 
yang berada di bawah koordinasinya; dan 

g. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama Sekretaris dan Inspektur 
Pembantu menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan; 

c. sekretaris, Inspektur Pembantu dan/ atau Ketua Tim melakukan 
monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik secara 
berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
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menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai 
dengan target kepada Sekretaris atau Inspektur Pembantu. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Sekretaris dan Inspektur Daerah meninjau hasil pelaksanaan 

kegiatan; 
b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu menyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target kepada 
Inspektur Daerah untuk ditinjau; 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Inspektur Daerah 
menerima hasil pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan telah sesuai 
dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada lnspektorat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam poin I pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
MEKANISME KERJA DINAS/BADAN 

Pasal 36 

Penggambaran kedudukan dan struktur penugasan Pejabat Fungsional dan 
pelaksana pada Dinas/Badan terbagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut: 
a. Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) level struktur, terdiri atas: 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah. 

b. Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level struktur dan Dinas/Badan 
yang memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur, terdiri atas: 
1. Dinas Kesehatan; 
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman; 
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
4. Dinas Lingkungan Hidup; 
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
7. Dinas Komunikasi dan Informatika; 
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 

Perdagangan; 
9. Dinas Ketenagakerjaan; 
10. Dinas Kebudayaari dan Pariwisata; 
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
12. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 
13. Badan Perencanaan Daerah; 
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 
17. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 
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18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 
19. Dinas Perhubungan; 
20. Satuan Polisi Pamong Praja; dan 
21. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 
Paragraf 1 

Dinas/Badan Yang Memiliki 1 (Satu) Level Struktur 
Pasal 37 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Dinas/Badan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja sebagai 
atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) level struktur sebagaimana 
tercantum dalam poin J pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf2 
Dinas/Badan Yang Memiliki 2 (Dua) Level Struktur dan Dinas/Badan Yang 

Memiliki Lebih Dari 2 (Dua) Level Struktur 

Pasal 38 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Dinas/Badan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja sebagai 
atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional . Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional • Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level struktur dan Dinas/Badan 
yang memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur sebagaimana tercantum 
dalam poin K pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Paragraf 1 
Dinas/Badan Yang Memiliki 1 (Satu) Level Struktur 

Pasal 39 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Dinas/Badan digambarkan 
dengan struktur penugasan Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai 
Kinerja dan Pirnpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas/Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, Kepala Dinas/Badan 
menetapkan dan memberikan penilaian kinerja serta memberikan 
penugasan bagi Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Koordinator, Pejabat 
Fungsional dan pelaksana. 

(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) level struktur sebagaimana 
tercantum dalam poin L pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 40 

(1) Mekanisme kerja pada Dinas/Badan terdiri atas: 
a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. kepala Dinas/Badan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. kepala Dinas/Badan memberikan arahan dan merumuskan strategi 

pencapaian target kinerja; 
c. kepala Dinas/Badan menyampaikan ekspektasi target kinerja 

kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasinya; 
dan 

d. Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagai individu maupun tirn kerja 
bersama kepala Dinas/Badan menyusun rencana pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. pejabat fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan; 

c. kepala Dinas/Badan dan/atau ketua tim melakukan monitoring 
perkembangan dan memberikan umpan balik secara berkala atau 
sewaktu-waktu; dan 
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d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan yang sudah sesuai 
dengan target kepada kepala Dinas/Badan. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. kepala Dinas/Badan meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; dan 
b. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala 

Dinas/Badan menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan 
telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Dinas/Badan yang memiliki 1 (satu) level 
struktur sebagaimana tercantum dalam poin M pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf2 
Dinas/Badan yang Memiliki 2 (Dua) Level Struktur dan Dinas Yang Memiliki 

Lebih Dari 2 (Dua) Level Struktur 
Pasal 41 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Dinas/Badan digambarkan 
dengan struktur penugasan Kepala Dinas/Badan sebagai Pejabat Penilai 
Kinerja serta Sekretaris dan Kepala Bidang sebagai Pimpinan Unit 
Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Dinas/Badan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. kepala Dinas/Badan menetapkan kinerja sekretaris dan kepala 

bidang; 
b. kepala Dinas/Badan memberikan penilaian kinerja bagi Pejabat 

Fungsional dan pelaksana; dan 
c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari 

sekretaris dan kepala bidang selaku pimpinan Unit Organisasi. 
(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 

Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level struktur dan Dinas/Badan yang 
memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur sebagaimana tercantum dalam 
poin N pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 42 
(1) Mekanisme kerja pada Dinas/Badan terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. kepala Dinas/Badan menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. kepala Dinas/Badan membagi dan menunjuk sekretaris dan kepala 

bidang sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja; 
c. kepala Dinas/Badan memberikan arahan dan koordinasi untuk 

pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja; 
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d. kepala Dinas/Badan atas rekomendasi sekretaris dan kepala bidang 
menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu 
pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang dengan 
mempertimbangkan kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan 
Fungsional atau pelaksana dari lintas Unit Organisasi; 

e. sekretaris dan kepala bidang merumuskan strategi pencapaian target 
kinerjanya; 

f. sekretaris dan kepala bidang menyampaikan arahan dan 
ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 
yang berada di bawah koordinasinya; dan 

g. Pejabat Fungsional dan pelaksana bersama sekretaris dan kepala 
bidang menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran 
untuk pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan; 

c. sekretaris, kepala bidang, dan/ atau ketua tim melakukan monitoring 
perkembangan dan memberikan umpan balik secara berkala atau 
sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional/pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada sekretaris atau 
kepala bidang. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc meliputi: 
a. sekretaris dan kepala bidang meninjau hasil pelaksanaan kegiatan; 
b. sekretaris dan kepala bidang menyampaikan hasil pelaksanaan 

kegiatan yang telah sesuai dengan target kepada kepala Dinas/Badan 
untuk ditinjau; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah kepala Dinas/Badan 
menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai 
dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Dinas/Badan yang memiliki 2 (dua) level 
struktur dan Dinas/Badan yang memiliki lebih dari 2 (dua) level struktur 
sebagaimana tercantum dalam poin O pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 

MEKANISME KERJA PADA KECAMATAN 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
Pasal 43 

(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Kecamatan berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja sebagai 
atasan langsung. 
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(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat 
Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Ahli Pertama, Pejabat 
Fungsional Keterampilan dan Pejabat Pelaksana berkedudukan di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
Kecamatan sebagaimana tercantum dalam poin P pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 44 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Kecamatan digambarkan 

dengan struktur penugasan Camat sebagai Pejabat Penilai Kinerja serta 
Sekretaris Camat dan Kepala Seksi sebagai Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. Camat menetapkan kinerja Sekretaris Camat dan kepala seksi; 
b. penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan pelaksana dilakukan oleh 

Camat selaku Pejabat Penilai Kinerja; dan 
c. Pejabat Fungsional dan pelaksana menerima penugasan dari 

Sekretaris Camat dan kepala seksi selaku pimpinan Unit Organisasi. 

(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Kecamatan 
sebagaimana tercantum dalam poin Q pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 45 
( 1) Mekanisme kerja pada Kecamatan terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Camat menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. Camat membagi dan menunjuk sekretaris camat dan kepala seksi 

sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja tertentu; 
c. Camat atas rekomendasi sekretaris camat dan kepala seksi 

menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu 
pelaksanaan tugas sekretaris camat dan kepala seksi dengan 
mempertimbangkan kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan 
Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat 
Fungsional dan pelaksana dari lintas Unit Organisasi; 

d. Camat memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
kegiatan dan pencapaian target kinerja tertentu; 
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e. Sekretaris Camat dan kepala seksi merumuskan strategi pencapaian 
target kinerjanya; 

f. Sekretaris Camat dan kepala seksi menyampaikan arahan dan 
ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 
yang berada di bawah koordinasinya; dan 

g. Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja sebagai individu 
maupun tim kerja bersama Sekretaris Camat dan kepala seksi 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kinerja. 

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan; 

c. Sekretaris Camat dan kepala seksi dan/atau ketua tim melakukan 
monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Camat 
dan kepala seksi. 

Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Sekretaris Camat dan kepala seksi meninjau hasil pelaksanaan 

kegiatan; 
b. Sekretaris Camat dan kepala seksi menyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target kepada 
Camat untuk ditinjau; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Camat menerima 
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan 
target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Kecamatan sebagaimana tercantum dalam 
poin R pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BABX 
MEKANISME KERJA PADA KELURAHAN 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 46 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Kelurahan berkedudukan di 

bawah dan.bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai Kinerja sebagai 
atasan langsung. 

(2) Kedudukan. Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat 
Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat 

¢ 
4 

(4) 

(3) 
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Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Lurah. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada 
kelurahan sebagaimana tercantum dalam poin S pada Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 47 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Kelurahan digambarkan dengan 

struktur penugasan Lurah sebagai Pejabat Penilai Kinerja sekaligus 
sebagai Pimpinan Unit Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Lurah memberikan penilaian kinerja 
sekaligus memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan 
pelaksana; 

(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada kelurahan 
sebagaimana tercantum dalam poin T pada Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 48 
(1) Mekanisme kerja pada Kelurahan terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Lurah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja; 
b. Lurah membagi dan menunjuk sekretaris Lurah dan Kepala Seksi 

sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja tertentu; 

c. Lurah atas rekomendasi Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi 
menugaskan Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk membantu 
pelaksariaan tugas Sekretaris Lurah dan kepala seksi dengan 
mempertimbangkan kebutuhan jumlah, jenis dan jenjang Jabatan 
Fungsional dan pelaksana, serta kebutuhan pelibatan Pejabat 
Fungsional dan pelaksana dari lintas Unit Organisasi; 

d. Lurah memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan 
kegiatan. dan pencapaian target kinerja tertentu; 

e. Sekretaris Lurah dan kepala seksi merumuskan strategi pencapaian 
target kinerjanya; 

f. Sekretaris Lurah dan kepala seksi menyampaikan arahan dan 
ekspektasi target kinerja kepada Pejabat Fungsional dan pelaksana 
yang berada di bawah koordinasinya; dan 
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g. Pejabat Fungsional dan pelaksana, baik yang bekerja sebagai individu 
maupun tim kerja, bersama Sekretaris Lurah dan kepala seksi 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 
b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 

pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/atau keterampilan; 

c. Sekretaris Lurah dan kepala seksi dan/ atau ketua tim melakukan 
monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik atas 
pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Lurah 
dan kepala seksi. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Sekretaris Lurah dan kepala seksi meninjau hasil pelaksanaan 

kegiatan; 
b. Sekretaris Lurah dan kepala seksi menyampaikan hasil 

pelaksanaan kegiatan yang telah sesuai dengan target kepada lurah 
untuk ditinjau; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah lurah menerima 
hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan 
target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Kelurahan sebagaimana tercantum dalam 
poin U pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
MEKANISME KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 49 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Penilai 
Kinerja sebagai atasan langsung. 

(2) Kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan ketentuan, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat 
Fungsional Ahli Madya, Pejabat Fungsional Ahli Muda, Pejabat 
Fungsional Ahli Pertama, Pejabat Fungsional Keterampilan dan Pejabat 
Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(3) Penggambaran kedudukan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Unit 
Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam poin V pada 
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Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Struktur Penugasan 

Pasal 50 
(1) Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

digambarkan dengan struktur penugasan Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit 
Organisasi. 

(2) Ketentuan struktur penugasan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut, Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah memberikan penilaian kinerja sekaligus 
memberikan penugasan bagi Pejabat Fungsional dan pelaksana. 

(3) Struktur penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana pada Unit 
Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam pain W pada 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 51 
(1) Mekanisme kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas: 

a. tahap perencanaan; 
b. tahap pelaksanaan; dan 
c. tahap evaluasi. 

(2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah menyusun dan menetapkan 

perjanjian kinerja; 
b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah memberikan arahan dan 

merumuskan strategi pencapaian target kinerja yang terdiri dari 
penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, 
penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana 
lintas unit, serta penentuan kebutuhan atas ketua tim; dan 

c. Pejabat Fungsional dan pelaksana baik yang bekerja sebagai individu 
maupun tim kerja bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah 
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk 
pencapaian target kinerja. 

(3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. Pejabat Fungsional atau pelaksana menyusun rincian pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Fungsional atau 
pelaksana sesuai perannya berdasarkan kompetensi, keahlian 
dan/ atau keterampilan; 
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c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau ketua tim 
melakukan monitoring perkembangan dan memberikan umpan balik 
atas pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu; dan 

d. Pejabat Fungsional atau pelaksana sebagai individu atau ketua tim 
menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah. 

(4) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah meninjau hasil pelaksanaan 

kegiatan; 
b. hasil pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan target ataupun 

ekspektasi dikembalikan kepada individu atau tim kerja untuk 
disesuaikan kembali; dan 

c. pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan 
dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. 

(5) Alur Mekanisme Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana 
tercantum dalam poin X pada Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB XII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 52 
Pejabat Pengawas dapat ditunjuk sebagai pelaksana koordinasi 
pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan Pelaksana. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 53 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan lain mengenai 
peran koordinasi dan sub koordinasi akibat penyetaraan jabatan pada 
Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku. 



34 

Pasal54 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 5 Juni 2023 

BUPAT1 KARANGASEM, p 
& e 

{1GEDE DANA 

I KETUT SEDANA RTA 

Diundangkan di Amlapura 
pada tanggal 5 Juni 2023 

SEKRETARIS 'AEI H KABUPATEN KARANGASEM, 

BERITA DAERAH KABU ATEN KARANGASE TAHUN 2023 NOMOR 15 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 15 TAHUN 2023 

TENTANG 
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
DAERAH 

A. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH 

SEKRETARIS DAERAH 
JPT PRATAMA (IIA) 

I 
I 

ASISTEN DAERAH 
JPT PRATAMA (IIB) 

I 

ASISTEN DAERAH 
JPT PRATAMA (11B) 

, j _ 
f I 
I I 
i KEPALA BAGIAN 
I I 
1 ADMINISTRATOR 1 
I I 
I,_ ___.• \. t J 

I I ;---------�--------�, f 
I I 
i KEPALA BAGIAN; 
I 
} ADMINISTRATOR { 
I'----..----� : ''--------1----------' 

,---------1--------·, ,---------L---------, 
( ( 
} KEPALA BAGIAN l} KEPALA BAGIAN j 
I I I 
1 ADMINISTRATOR 1 1 ADMINISTRATOR : 
I I I I I I I \ �----r----�) '----,----� I '--------- --------- ... t , 

KELOMPOK JF DAN 
PELAK SANA - 

- 
KELOMPOK JF DAN 

PELAK SANA 
KELOMPOK JF DAN 

PELAK SANA 
KELOMPOK JF DAN 

PELAKSANA 

Keterangan : 

Pejabat Penilai Kinerja 

= Garis Komando 
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B. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH 

ASISTEN DAERAH 
JPT PRATAMA (IIB) 

Kinerja dan 
Pejabat Penllal 

SEKRETARIS DAERAH 
JPT PRATAMA (IIA) 

I 
Pimpinan Unit , 

I I 
, Organlsasl , 
•---�---------------------�-----------•--------�----•---•---••-••-•-•�--• I 

ASISTEN DAERAH 
JPT PRATAMA (IIB) 

KEPALA BAGIAN 
ADMINISTRATOR 

KEPALA BAGIAN 
ADMINISTRATOR 

KEPALA BAGIAN 
ADMINISTRATOR 

KEPALA BAGIAN 
ADMINISTRATOR 

KELOMPOK JF DAN 
PELAK SANA 

KELOMPOK JF DAN 
PELAK SANA 

l 
1 

KELOM OK JF DAN 
PELAK SANA 

KELOMP OK JF DAN 
PELAK SANA 

Keterangan : 

Pejabat Penilai Kinerja 

Garis Penugasan 

Garis Komando 
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C. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DAERAH 

IMek,nhrriaKOt'p p•d• Sttkretarr,u D••r.h Ptmennuh 01ar1h Provlnd. K1bupuen •tau Kota 
..40.4.46..4re.0.it0.. 
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Tr 
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I= .- . - 
_---;.;-_ 

.r:.. .4 . 

f ; 
• 

L -- 
f 
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D. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
SEKRETARIAT DPRD 

PEJABAT PIMPINAN 
TINGGI PRATAMA 

l 
•........... , 

I PEJABAT I I PEJABAT I 
I I I I 
I I I ADMINISTRATOR I 
I ADMINISTRATOR I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
" ... ---------� ha 4 I .., __________ -...-.-.. 

 TT+++TI.,,, # -,±+ ± ##tjj iii' r ' ' -, it±ii±:it. tr.tit.rit5TE al KELOMPOK JF DAN .I- 
t::! .... I[7 KELOMPOK JFDAN [I; 
+ PELAKSANA - lItt, PELAKSANA T -+-< ., . 4 . . . t 

Ii~Li+li ±±±j #.ft, ! I: + tt..I. IT 

Keterangan : 

• , ; = Pejabat Penilai Kinerja . 

= Garis Komando 
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E. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA SEKRETARIAT DPRD 

PEJABAT PENILAI 
KINE RIA 

DAN PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISASI 

PEJABAT PENILAI 
KINERJA ( 

oav PIMPINAv r ow 
i ORGANISASI 
' ' 

...., • •P...-+ -'-'-'• =J +++ jtt +rt + 

II KELOMPOK JF DAN , 
ii PELAKSANA 

.LAH±t- LL±Etti:ttE:: 

...+---+--l + 
KELOMPOK JF DAN 

PELAK SANA 
i.jtti:a 

Keterangan : 

= Garis Penugasan 

= Garis Komando 

++ 
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F. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DPRD 

Me kamisme Ker[a pad a Un Organisasi yang Dipimpin olet Jabatan Pimpinan Tinggi Prata ma 
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G. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
INSPEKTORAT DAERAH 

,---------------------, I I 
I I 

PEJABAT PIMPINAN I I I I I I TINGGIPRATAMA I I I I ' we re 

I I 
PEJABAT PEJABAT 

ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR 

' 
..d -� • ll+l 

EE KELOMPOKJF DAN - • 
PELAK SANA +t lit ad 

$ ti : . - . . 
' a« . . 

Keterangan : 

i l i = Pejabat Penilai Kinerja ·------------------ 

= Garis Komando 
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H. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA INSPEKTORAT DAERAH 

e PEJABAT PENILAI 
KINERJA 

PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISASI 

( »newv 
,_ UNIT 

ORGANISASI 

E PELAKSANA 
titit±tit±± 

- ....... 
Ah.h. 

KELOMPOKJF DAN 
PELAK SANA 

tilt+ 

Keterangan : 

= Garis Penugasan 

= Garis Komando 
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I. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA INSPEKTORAT DAERAH 

Mekaisme Kerja pada Unit Organissi yarg Dipimpin oleh Jabatan Pim pinan Tinggi Prtama 
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J. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
DJNAS/BADAN YANG MEMILIKI 1 (SATU) LEVEL STRUKTUR 

..................... • I I 
I I 
: PEJABATPIMPINAN : 
: TINGGI PRATAMA : 
I t .. t '�---------- , 

KELOMPOK JF DAN 
PELAKSANA 

Keterangan : 

t_= Pejabat Penilai Kinerja 

= Garis Komando 

% 
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K. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
DINAS/BADAN YANG MEMTLIKI 2 (DUA) LEVEL STRUKTUR DAN 
DINAS/BADAN YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 (DUA) LEVEL 
STRUKTUR 

I I 
I I PEJABAT PIMPINAN I I I I I I TINGGI PRATAMA I I I I ' a 

_________ .,,. 
I I 

PEJABAT PEJABAT 
ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR 

• Eh ,.,.... .... - - . 
-t-i- KELOMPOK JF DAN - .. z ....... PELAKSANA - . ... 

t±tit±jtir+ --+t-+ ... • ++ d 44kl# ••• 

-- j = Pejabat Penilai Kinerja  

Keterangan : 

(_�� 
= Garis Komando 
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L. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA DINAS/BADAN YANG MEMILIKI 1 (SATU) LEVEL STRUKTUR 

PEJABAT PENILAI 
KINERJA 

DAN PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISASI 

#jijtttijitjtttjuL.±El±]] 

TT] KELOMPOK JFDAN 
PELAKSANA 

Keterangan : 

= Garis Penugasan 
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M. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA DINAS/BADAN YANG MEMILIKI 1 (SATU) 
LEVEL STRUKTUR 

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
tit riti deg I lvet stltt, Pejbt Pigina fngiota bgi Pe.bat Pen.di era da Pini. Unit Ori. 

-.gut{ r---.------------------------------ 
r 

< 
> 

I· 

l 

, re. 
4. •• •• ti --.- 

L 

r 
I--==· --- .z +·z 

tr 4. 
a -- - 

I 

5 
l 

! 
l 

I 
I 



48 

N. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA DINAS/BADAN YANG MEMILIKI 2 (DUA) LEVEL STRUKTUR 
DAN DINAS/BADAN YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 (DUA) LEVEL 
STRUKTUR 

PIMPINAN 6 
owwr 

ORGANISASI 

KELOMPOK JF DAN 

e PEJABAT PENILAI 
KINERJA 

( nvPINAw 
w 

, ORGANISASI 

KELOMPOKJF DAN 
PELAK SANA 

-±±ttijtttt tit Hilt±±#j; I[jj;: 

Keterangan : 

= Garis Penugasan 

= Garis Komando 
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0. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA DINAS/BADAN YANG MEMILIKI 2 (DUA) 
LEVEL STRUKTUR DAN DINAS/BADAN YANG MEMILIKI LEBIH DARI 2 (DUA) LEVEL STRUKTUR 

Mekaisme Ker,j pada uni Organisasi yang Dipimpin oleh 4abatan Pimpina ingqi Pratam 
ttOn....wtr»wt.tree4..4tel.re-a 4t09. 
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P. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
KECAMATAN 

;-------------------, d 
I I 

: PEJABAT l 
I I 
1 ADMINISTRATOR 1 
I I 
l. ...... 

I 
PEJABAT PENGAWAS 

I 

PEJABAT PENGAWAS 

H## III7fit HEE 
KELOMPOKJFDAN [IT 

+++ PELAKSANA r 
±±±ii ti~Er:..~#ttiiri#; 

Keterangan : 
!--·· 
i = Pejabat Penilai Kinerja 

............-... 

= Garis Komando 
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Q. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA KECAMATAN 

e PEJABAT PENILAI 
KINERJA 

PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISAS 

PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISASI 

KELOMPOK JF DAN 
PELAK SANA 

Keterangan : 

JF DAN 

= Garis Penugasan 

= Garis Komando 
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R. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA KECAMATAN 
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S. KEDUDUKAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA 
KELURAHAN 

,-------------------------�, I I 
I I 
I I 

PEJABAT PENGAWAS j 
I I 
I I 

\ -----,----- I d .........«............ 

KELOMPOK JF DAN 
PELAKSANA 

Keterangan : 
f 

! = Pejabat Penilai Kinerja ... .. __ .. _ .... 

= Garis Komando 
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T. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA KELURAHAN 

PEJABAT PENILAI 

e KINERJA 
DAN PIMPINAN 

UNIT 
1 ORGANISASI 

KELOMPOKJF DAN 
PELAKSANA 

Keterangan : 

--------------. = Garis Penugasan 
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U. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA KELURAHAN 
- 

Mekanisme Kerja pada Unit Organisasi yang Dipimpin oleh Pejabat Pengawas 
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V. KEDUDUKAM PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
a. Pejabat Administrator sebagai Pejabat Penilai Kinerja 
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+i+ PELAKSANA • 

b. Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja 
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c. Pejabat Fungsional sebagai Pejabat Penilai Kinerja  I ' I I 
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Keterangan : 

r = Pejabat Penilai Kinerja 

= Garis Komando 
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W. STRUKTUR PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PEJABAT PENILAI 
KINERIA 

DAN PIMPINAN 
UNIT 

ORGANISASI 

K 
LAKSA 

• 
-dill 

Keterangan : 

--------------. = Garis Penugasan 
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X. ALUR MEKANISME KERJA PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
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Melanisme erja pada Unit Organisasi yang Dipirpin oleh Pejabat Fungsio 
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